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ABSTRAK 
.Efektivlta PengaJroan, Pengukuran, Peoyajian, dan Pengung.kapan 

Akuntan i Pendapatan li Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
berda arkan Staodar Akuntnnsi Pemerintah 

Oleh: 
Ram Ayu Ramadhona 

Undang-.undang omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan 
Daerah a1lg bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah., hasil 
pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapalan Asli 
Daerah ang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah perlakuan 
Akuntan i Pendapatan A Ii Daerah pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera 

elatan ang meliputi pengakuan, pengukuran, penyaj ian, dan pengungkapan 
telah efektif dan esuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder yang 
berupa wawancara dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

elatan tahun 20 14, 20 15, dan 20 16. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, 
dan pengungkapan akuntansi untuk Pendapatan Asli Daerah berada pada kategori 
belum efektif. Dapat dilihat dari kesalahan pada pengakuan Pendapatan Asij 
Daerah untuk Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan, yang berdampak pada kekeliruan untuk pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan Daerah Provinsi 
Surnatera Selatan. 

Ka.ta Kunci : EfektNitas, Pendapatan Asli Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah 

Ketua 

nu~~ 
Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak. 
NlP. 195808281988101001 

ff. Rochmawati Dau S.E.. M.Si.Ak. 
NIP. 196409031994 32001 

Mengetabui, 

Kerua l~tansi 

.., 
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA. 

NIP : 197303171997031002 
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ABSTRACT 
Effectiveness of Recognition, Measurement, Prcsentutfon, and Disclosure 

of Region Own Source Revenue Accounting of South Sumntern 
Province based on Government Accounting Standard 

By: 
Ram Ayu Ramadhona 

Law Number 33 Year 2004 regarding Financial Equilibrium states that the 
region own source revenue (PAD) is a Regional Revenue derived from the 
Regional Tax Result, Regional RetTibution Result, the result of separated 
Regional Property Management, and Other legitimate region own source revenue. 
The purpose of this study is to assess whether the treatment of Region Own 
Source Revenue Accounting of South Sumatcra Province on Audited Budget 
Realization including recognition, measurement, presentation, and disclosure has 
been effective and in accordance with Government Accounting Standards. 
Qualitative descriptive research type. The data used are Primary and Secondary 
data in the forn1 of interviews and Audited Budget Realization of Regional 
Government of South Sumatra Province in 2014, 20 15 and 20 16. Data analysis 
techniques used are data reduction. data presentation, and conclusion. 

The results showed that the recognition. measurement, presentation, and 
disclosure of accounting for the region own source revenue is in the category not 
effective yet. It can be seen from the mistake in the recognition of the Region 
Own Source Revenue for Local Taxes and the Results of Management of 
Separated Regional Wealth, which affects the error for the measurement, 
presentation, and disclosure of the Region Ov1n Source Revenue in the Regional 
Audited Budget Realization of South Sumatra Province. 

Keywords : Effecliveness, Region Own Source Revenue, Government Accounting 
Standard 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan besar semenjak

terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang kemudian telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi

daerah.

Pada tanggal 13 Juni 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan

Pemerintah ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 2

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 ini menjadi acuan bagi penyusun laporan

keuangan, pemeriksa laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan daerah.

Pada masa ini, basis pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

menggunakan cash basis toward accrual. Konsekuensi dari Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, maka

pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi. Tahapan

atau proses penyusunan laporan keuangan pada masa ini, yaitu proses penyusunan

laporan keuangan di SKPD selambat-lambatnya selesai pada tanggal 28 Februari.

Selanjutnya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret SKPKD sudah harus

menyelesaikan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, sebelum



2

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan direvisi oleh

Inspektorat Daerah.

Masa selanjutnya adalah masa transisi dari penerapan akuntansi berbasis

kas menuju akrual menjadi penerapan akuntansi berbasis akrual. Regulasi yang

mengatur perubahan ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan Peraturan

Pemerintah nomor 24 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 menyatakan bahwa akuntansi berbasis

akrual diberlakukan selambat-lambatnya tahun 2014. Terhitung hingga saat ini,

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah berjalan

selama tiga tahun. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan penerapan SAP

tersebut, pemerintah pusat telah membangun sistem akuntansi berbasis komputer

untuk menyelenggarakan akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan di

seluruh kementrian atau lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur

perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan

kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi

merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Akuntansi berbasis akrual berarti bahwa pendapatan, belanja, pembiayaan, asset,

kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau

pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
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pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar (Ritonga, 2012).

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (wikiapbn.org)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran I.02, PSAP 01

tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan tersebut adalah hasil akhir dari proses

perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana tahunan yang

dibuat oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dalam satu periode

akuntansi.

Dalam komponen laporan keuangan daerah, terdapat pos pendapatan

daerah. Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah dalam

struktur APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil
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Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sumatera Selatan sebagai daerah yang otonom telah mengemban

tanggungjawab atas kinerja pemerintah provinsi sejak tahun 2005. Pembangunan

fasilitas daerah telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan

pembangunan tersebut, potensi pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai

kegiatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan memberikan peluang besar

kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah yang

khususnya bersumber dari pajak.

Pendapatan daerah Sumatera Selatan pada rancangan APBD tahun 2016

diproyeksikan sebesar Rp6,26 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Apabila

dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD 2015 yakni sebesar Rp6,86

triliun maka mengalami penurunan sebesar Rp603,44 miliar atau sekitar 8,79

persen. Begitu juga jika dilihat dari aspek pendapatan asli daerah (PAD) yang

mengalami penurunan sebesar Rp155,77 miliar atau sekitar 5,42 persen. Dalam

nota keuangan disebutkan, target hasil kekayaan yang dipisahkan diproyeksikan

sebesar Rp86,41 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebesar

Rp197,69 miliar, maka mengalami penurunan sebesar Rp111,28 miliar atau

sekitar 56,29 persen. (antarasumsel.com, 2016).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Agustus 2017 telah memulai

upaya menggali potensi pendapatan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan mengajak Sistem

http://www.antarasumsel.com
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Administrasi Satu Atap (SAMSAT) untuk menginventarisir seluruh data wajib

pajak kendaraan bermotor yang tertunggak atau belum bayar pajak kendaraannya

khususnya pajak kendaraan pemilik kendaraan bermotor kategori kendaraan

mewah baik roda 2 dan roda 4 termasuk pajak kendaraan dinas yang dipergunakan

oleh institusi pemerintah daerah dan kendaraan yang dipergunakan pejabat daerah

dan para pengusaha yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

(pemprovsumsel.tribunnews.com, 2017).

Langkah yang dilakukan oleh Bapenda, sesuai dengan momentum

terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 tahun 2016 tentang

Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga atas

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kedua untuk Kendaraan Nomor Polisi dalam Provinsi dan Kendaraan Bermotor

Nomor Polisi Luar Provinsi yang Mendaftar dan Mutasi ke Provinsi Sumatera

Selatan, yang juga disebut sebagai Pergub tentang pemutihan pajak. Namun,

kesempatan pemutihan pajak tersebut tidak dilaksanakan maksimal apabila masih

terdapat kesalahan pada proses akuntansi keuangan pemerintah daerah provinsi

Sumatera Selatan.

Realisasi pemutihan pajak kendaraan yang tidak maksimal telah

dibuktikan dengan hasil akhir pemutihan pajak yang telah dilakukan selama empat

bulan yaitu dari bulan September hingga Desember 2016, setelah Peraturan

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 tahun 2006 terbit pada tanggal 18 Agustus

2016. Persentase target tersebut hanya terealisasi sekitar 81,61 persen. Sampai

dengan 31 Desember 2016, realiasi pembayaran pajak di Sumsel mencapai Rp2,3

http://www.pemprovsumsel.tribunnews.com
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triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,9 triliun. Jumlah realiasi

penerimaan pajak tersebut dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai

Rp849 miliar dari target yang berjumlah lebih dari Rp1 triliun, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp528 miliar dari target Rp741 miliar,

PKAA sebesar Rp209 juta dari target Rp211 juta. (palembang.tribunnews.com,

2017).

Berdasarkan hasil wawancara singkat penulis dengan KA. Sub Bidang

Pelaporan dan Pembinaan BLUD Bidang Akuntansi di Badan Pengelolah

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September

2017, ada tiga hal yang menyebabkan adanya masalah dalam laporan keuangan

Provinsi Sumatera Selatan terkait Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Penyajian jumlah piutang pajak daerah diragukan validitasnya.

2. Pendapatan dari suatu perusahaan pada pos Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan yang Dipisahkan tidak disajikan dengan benar.

3. Terjadi salah saji pada penganggaran untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan yang Dipisahkan.

Penelitian ini adalah adaptasi dari Penelitian Soepriyanto (2011) yang

berjudul Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet:

Studi pada Pemerintah Daerah Indonesia, yang menyimpulkan bahwa dari hasil

pengamatan terhadap situs website pemerintah daerah, maka ditemukan 2 jenis

informasi keuangan yang disajikan, yaitu informasi laporan keuangan dan

informasi keuangan lainnya. Terdapat 57 pemerintah daerah yang menyajikan

informasi keuangan di situs webnya dari 392 pemerintah daerah yang memiliki
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situs web. Dari ke 57 situs web pemerintah daerah tersebut, hanya 9 pemerintah

daerah yang menyajikan informasi laporan keuangannya sesuai SAP (Standar

Akuntansi Pemerintah), 40 pemerintah daerah menyajikan informasi APBD dan 8

pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan selain laporan keuangan

menurut SAP dan informasi APBD. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi

dan pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait laporan keuangan dan

informasi keuangan lainnya di situs web masih sangat kurang.

Penelitian lain sebagai rujukan penelitian oleh Pasambuna, dkk (2013)

yang berjudul Pelaporan dan Pengungkapan Pos Belanja Modal terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu, yang menyimpulkan bahwa Pemerintah

Kota Kotamobagu saat ini belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai

dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini

dapat dilihat dalam pengakuan perolehan aktiva tetap. Pengakuan perolehan

aktiva tetap dapat diperoleh melalui 5 cara, yaitu; 1. Perolehan dengan pembelian

tunai, 2. Perolehan dengan pembelian angsuran, 3. Perolehan dengan pertukaran, 4.

Perolehan dengan surat berharga, 5. Hibah/ sumbangan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengakuan,

Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Pendapatan Asli

Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintah”
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1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka penulis

mencoba mengidentifikasikan permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan

dianalisis, yaitu apakah perlakuan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan

Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan telah efektif sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

diungkapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah perlakuan

Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera

Selatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

telah efektiv dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Akademis

a. Sebagai pemenuhan syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi S1 Universitas Sriwijaya.

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai

klasifikasi, prosedur akuntansi, dan pencatatan pendapatan.



9

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi

peneliti di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan pertimbangan agar terus meningkatkan kualitas Laporan

Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

b. Sebagai bahan acuan untuk membuat perbaikan dan kebijakan untuk

bidang keuangan dikemudian hari.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah yang

berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan

Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup yang dibahas dibatasi pada

bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian dapat mempengaruhi

pengungkapan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Laporan Keuangan Provinsi

Sumatera Selatan.

1.5.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hal ini diartikan bahwa penelitian ini dilakukan berdasarkan data, dinyatakan

dalam bentuk uraian, dan datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran. Prosedur
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pemecahan masalah yang diteliti dilakukan dengan cara memaparkan data yang

diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan kepustakaan, yang kemudian

dianalisa dan diuraikan dalam bentuk kesimpulan

1.5.3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan

cara mengumpulkan keterangan melalui wawancara dengan pihak yang

berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang

digunakan informasi yang relevan yang diperoleh melalui wawancara dengan

Pejabat Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Selatan mengenai mekasnisme pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah di Laporan Keuangan

Provinsi Sumatera Selatan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga melalui

dokumentasi yang kemudian diolah sehingga dapat menjadi informasi yang

dapat digunakan bagi peneliti. Pada penelitian ini, data sekunder yang

dikumpulkan adalah:

a. Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

c. Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2016
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1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan

dokumentasi.Wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab dengan

pihak yang terkait dengan objek peneitian, mengenai keaadaan umum objek

penelitian, dan kegiatan yang dilaksanakan pada objek penelitian. Dokumentasi

yaitu pengumpulan data melalui literatur buku ilmu pengetahuan, penelitian

terdahulu, artikel pada media masa, serta situs online terkait objek penelitian.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan rancangan penelitian, metode kualitatif digunakan untuk

menguraikan secara jelas dan terinci mengenai efektivitas akuntasi belanja sesuai

dengan regulasi yang berlaku.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data. Data primer dan sekunder dikumpulkan

sesuai dengan variabel penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian

melalui tahapan proses pemilihan, penyederhanaan data dengan tujuan untuk

memilih informasi mana yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

2. Sajian data, sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian

data, meka penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan

memungkinkan penulis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun
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tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut untuk mendapatkan kejelasan

dan menguatkan suatu gambaran yang telah ada

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan

melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari

lapangan, mencatat keteraturan dan kesesuaian yang mungkin ada, alur dan

mekanisme dari masalah yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan saran dan

tindak lanjut atas temuan yang telah dibahas.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam lima bab, dimana

tiap-tiap bab disusun secara sistematik sehingga menggambarkan hubungan antara

satu bab dengan bab lainnya, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan

sebagai berikut, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi alasan

pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodelogi dalam penelitian ini dan sistematika penelitian.

BAB II Teori dan Studi Kepustakaan

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi permasalahan yang akan dibahas

dalam skripsi, baik teori yang bersifat umum maupun teori yang bersifat khusus,

yang terkait dengan topik penelitian.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian
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Dalam bab ini diuraikan gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan secara singkat mengenai sejarah, visi

dan misi, serta struktur organisasi.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan

berkaitan dengan Pengakuan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan

Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V Penutup

Bab ini meupakan bab penutup dari penelitian skripsi ini yang menguraikan

tentang kesimpulan dari pokok-pokok sub bab hasil dan pembahasan yang tertulis

dalam Bab IV, serta memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat

bagi penelitian selanjutnya.
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